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ABSTRAK 

(A) Nama : Ardilla Juli Kristantie; NIM: 217211046 

(B) Judul Tesis : “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses 

Legalisasi Dokumen Berdasarkan Pemberlakuan 

Apostille Di Indonesia” 

(C) Halaman : x + 181 + 15 daftar pustaka + lampiran; 2022 

(D) Kata Kunci : Legalisasi, Apostille, Notaris. 

(E)  Isi :  

 Legalisasi Apostille merupakan proses legalisasi yang pertama kali muncul 

dan ditandatangani di Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961, yang dikenal 

dengan nama The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the 

Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents. Indonesia 

melakukan aksesi atas konvensi tersebut dan menuangkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021. Konvensi apostille 

ini memberikan penyederhanaan terhadap proses legalisasi dokumen publik 

yang akan dipergunakan di luar negeri. Legalisasi dokumen secara apostille 

ini hanya berlaku untuk negara tujuan yang merupakan negara anggota 

konvensi yaitu sebanyak 122 negara anggota dan terbatas hanya sebanyak 66 

jenis dokumen yang dapat dilegalisasi menggunakan layanan apostille. 

Layanan legalisasi apostille diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2022. 

Legalisasi apostille memberikan dampak yang cukup baik yaitu proses 

legalisasi dokumen dan biaya legalisasi menjadi lebih murah, namun untuk 

negara tujuan selain negara anggota masih berlaku proses legalisasi secara 

umum, dan baik layanan legalisasi secara umum dan apostille, masyarakat 

masih harus datang ke loket Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

untuk pengambilan sertifikat apostille dan pada tahapan awal masih 

memerlukan peran notaris untuk legalisir dokumen pengajuan. Penulis 

dalam hal ini memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah menerapkan 

masa transisi atas pemberlakuan layanan apostille ini sehingga baik 

masyarakat, pejabat serta instansi terkait layanan ini menjadi lebih dapat 

memahami baik dari segi peraturan dan pelayanan, serta pemerintah dapat 

memastikan bahwa website layanan telah berfungsi secara optimal dan 

sempurna untuk di akses oleh seluruh masyarakat.  
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